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PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2013/PA.TLG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu
pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat
antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja,
tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

e Pengadilan Agama tersebut ;
e Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

e Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

e Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13
September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register
perkara Nomor 206/Pdt.G/2013/PA Tlg, tanggal 13 September 2013, telah mengemukakan

hal-hal sebagai berikut :
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1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Taliwang 77/04/11/2007 tanggal 07 Februari 2007,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua
Tergugat di Hijrah Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat kemudian pada
tahun 2011 Penggugat berangkat ke Arab Saudi dengan seijin dari Tergugat ;

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak (P) umur 6
tahun;

4. Bahwa sejak Maret 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai
tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang
terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat sering kali memukul Penggugat dengan tangan sampai memar dan
bengkak serta menimbulkan bekas di sekeliling mata Penggugat;

b. Tergugat suka menendang Penggugat tanpa alasan yang jelas;

c. Penggugat selalu menasehati Tergugat agar tidak berbuat kasar namun tetap
terulang;

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut
terjadi 14 Agustus 2013, yang akibatnya Bahwa Penggugat kembali dari Arab Saudi pada
bulan Januari 2013, dan sejak puncak konflik kejadian kekerasan tersebut antara
Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 bulan, yang meninggalkan
tempat kediaman bersama adalah Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Desa
Mujahidin Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah

tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah
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tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena
itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan

permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah

tanggal dengan Tergugat ;
8. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil ;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan

yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Diana binti
Aleh);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum

dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah
datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan
dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/
kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat dikarenakan halangan atau

alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan

menasehati Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah
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tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan
dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan

oleh Penggugat;
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa :
e Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat Nomor 5207074706860002 tanggal
5Juni 2013 (P.1);
e Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor 77/04/11/2007 tanggal 7 Februari 2007 yang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (P.2);
Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti yaitu saksi-
saksi sebagai berikut :
Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten
Sumbawa Barat, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

e Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah misan Penggugat;

e Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua
Tergugat;

e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;

e Bahwa saksi mengetahui diawal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat

berjalan rukun dan harmonis namun saat ini tidak harmonis lagi karena telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

e Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat

sering memukul Penggugat dan sering berkata kasar terhadap Penggugat;
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e Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut diatas kini antara Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan ;

e Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat bersikeras ingin
bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten
Sumbawa Barat, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

e Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah orang tua
Penggugat;

e Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua
Tergugat;

¢ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;

e Bahwa saksi mengetahui diawal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis namun saat ini tidak harmonis lagi karena telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

e Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat
sering memukul Penggugat dan sering berkata kasar terhadap Penggugat;

e Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut diatas kini antara Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan ;

e Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat bersikeras ingin
bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan

benar ;
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Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada

pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
hal sebagaimana yang tercantum dalam beritaacara sidang yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana

terurai diatas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan
memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak
berhasil. Maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. 82 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena
ketidakhadiran Tergugat dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun
2008 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat sering
memukul Penggugat sampai memar dan bengkak bahkan sering menendang akibat dari
kelakuan Tergugat tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal selama 1 bulan bahkan pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar
kembali rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang mana bukti tersebut membuktikan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, oleh karena itu sesuai

dengan ketentuan pasal 49 dan 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
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mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Taliwang ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah P.2 merupakan akta otentik yang
dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdaya bukti sempurna dan mengikat yang menjadi
bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dari
keluarga terdekat ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah
memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal
pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya
dengan perkara a quo, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan
dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan
keterangan 2 (dua) orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;

e Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran ;

e Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1

bulan;

e Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak

berhasil ;
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Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri merupakan

dasar dan sekaligus landasan hukum Penggugat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta yang menyatakan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat tidak harmonis lagi yang penyebabnya dipicu oleh ulah Tergugat yang telah
memiliki wanita idaman lain selain itu Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat dengan
memukul Penggugat juga telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif lama
serta majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar bersedia
rukun kembali dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras
pada pendiriannya, maka dapat dinilai Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat
dan setia terhadap Tergugat, dimana keharusan saling mencintai, hormat menghormati, setia
dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban
suami isteri dalam hidup berumah tangga vide : Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974

jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam
permusyawaratannya berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar
telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan
kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah
tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur’an
Surat Ar-Rum ayat ( 21 ) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) tidak dapat diwujudkan

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan
yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya
meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama telah memanggilnya secara resmi dan patut,

maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut
di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut
telah pecah (marriage breakdown), sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan
Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat ( 2 )
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan
Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra dari Tergugat

kepada Penggugat (vide: Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan
Agama Taliwang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau
Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah setelah putusan ini
berkekuatan hukum yang tetap ;
Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang

berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di
persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan thalak satu ba’in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
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Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk
didaftar dalam sebuah daftar yang disedikan untuk itu;

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 376.000,- (tiga
ratus tujuh puluh enam);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 16 September 2013 bertepatan dengan tanggal
10 Dzulka’dah 1434 H. oleh kami IMRAN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis,
M.ZARKASIH AHMADI, SH dan NURRAHMAWATY, S.H.I masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dibacakan dalam sidang
yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
dibantu BUKRAN, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis
ttd

IMRAN, S.Ag.M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota

ttd
ttd
NURRAHMAWATY, S.H.I.
M.ZARKASIH AHMADIS.H.

Panitera Pengganti

ttd

BUKRAN, S.H.

Perincian Biaya perkara :
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1. Biaya pendaftaran...................... .. Rp ~ 30.000,-

2. BiayaProses.......c.cccceeeeceecercceneee i Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan........c..ccccceeenne : Rp. 330.000,-

5. Materai....cc.cceoevveeeniienesiieneeee 1. R 6.000,-

6. Radaksi........... e L RD 5.000.-
Jumlah.......ccocceviiiiinnininnee . Rp- 421.000,-
..................................................... (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)
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